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Industri minyak dan gas memiliki kebutuhan modal yang tinggi. Walaupun industri minyak dan gas
memiliki kebutuhan modal industri yang sangat besar, tetapi industri ini masih memiliki struktur keuangan
yang konservatif. Salah satu ketidakpastian hukum yang dihadapi pihak Perusahaan Minyak dan Gas Bumi
adalah penggunaan Dokumen Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan asas hak negara untuk menguasai sumber
dayaalam di Indonesia, dimana hak atas sumber daya alam yang terdapat di wilayah Indonesia adalah hak
negara. Hal ini dapat dilihat dari status kepemilikan Dokumen Minyak dan Gas Bumi sebagaimana
tercantum dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,
bahwa Negara memiliki dan memiliki kendali atas Dokumen Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006, yaitu Dokumen Minyak dan Gas Bumi
dikelompokkan menjadi 4 empat. Berdasarkan Pasal 25 Ayat h Nomor 1-2 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017, yaitu Perusahaan Minyak dan Gas Bumi harus memberitahukan
informasi terkait Cadangan Minyak dan Gas Bumi yang terdapat di Wilayah Kerja perusahaan. Kemudian,
untuk dapat memberitahukan informasi tersebut, Perusahaan Minyak dan Gas Bumi mendapat izin dari
Dirjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Oleh karenaitu, penulis merekomendasikan agar
pemerintah dapat mempertimbangkan perubahan terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 27 Tahun 2006 serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 yang mengatur tentang
klasifikasi Dokumen Minyak dan Gas Bumi.

<hr><i>The oil and gas industry rsquo s capital needs are high. Despite the industry rsquo simmense
appetite for capital, it has been relatively conservative when it comes to financial structuring. One of the
legal uncertainty faced by Oil and Gas Company is on the utilization of Oil and Gas Data. Based on
principle of State rsquo s Right to control over Natural Resources in Indonesiathe rightsto natural resources
contained in the Indonesian territory isthe right of the State. It can be seen from the ownership status of Qil
and Gas Data as stated under Article 20 Paragraph 1 of Law Number 22 Y ear 2001 regarding Oil and Gas
where the State owns and has control over the Oil and Gas Data. Under Regulation of the Minister of
Energy and Mineral Resources No. 27 Y ear 2006, Oil and Gas Datais classified into 4 four. Based on
Article 25 Point h Number 1-2 of Regulation of Otoritas Jasa Keuangan Number 8/POJK.04/2017 Oil and
Gas Company has to disclose the Reserve of oil and gas contained in the Working Area. To disclose such
information, the Oil and Gas Company obtain a permission from Director General of the Ministry of Energy
and Mineral Resources. As arecommendation, the author recommend that the government should consider
amending Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 27 Y ear 2006 and Governmental
Regulation No. 35 Y ear 2004 which regulates the classification of Oil and Gas Data.</i>
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